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{Deni Syahputra, BP 03140186, hal 74, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Padang, Tahun 2008)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan secara
tepas bahwa nepara Indenesia adalah nepars bukum, maka wujud darnt negara
hubkum tersebut adalah penegakan hukum, Unituk ity perlu adanya sistim peradilan
pidana tempadu, yang mengatur penanganan terbadap tindak pidana agar berjalan
lebih efekiil, efisien dan sesuai Ketenuan Undang-Undang, Salah satu lembaga
vang menjadi subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana it oadalah Kepalisian
selaku lembaga vang melakukan penyidikan dan tidak meputup kenmmngkinan
Kepolisian juga melakukan melakukan penghentian penvidikan dalam perkara
pidana Yang diatur dalam Pasal 7 Anpka 1 Huruf 1 KUHAP., Penghentian
penvidikan schagaimana diatur dalam Pasal 10% Angka 2 KUHAP dapat
dilakukan karena kurang cukup bukti atau bukan merupakan tindak mdana dan
perkara ditutup demi hukum. Terkait dengan kewenanpan yvang dimiliki Penyidik
diKepolisian terscbut dan belum jelasnya pengaturan peloksanaan penghentian
penyidikan dalam KUHAP. schingga menjadi perumusan permasalahan dalam
tulisan ini adalah 1. bagaimana pelaksanaan penghentian  penvidikan oleh
Penvidik di Kepolisian. 2. masalah vang sering timbul dan 3. upaya mengatas
masalah terkait pelaksanaan penghentian penvidikan. Metode penelitian vang
dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Yuridis sosiolops
yailu pendekatan masalah wanp menekankan pada penclitian hukum dengan
mempelajan proses pelaksanaan penghentian penvidikan vang terjadi dilapangan.
Adapun data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dilapangan
dart data sekunder vang terdapat dalam Undang-Undang dan buka hukom, terkait
dengan  permasalahan yang  dibahas. Hasil penclitian menumjukan bahwa
pelaksanaan  penghentian  penyidikan  melalui  proses  pelar  perkara, vakni
pembahasan perkara yang melibatkan pejabat dalam strukiur organisasi Penyidik
di Kepolizsian vang meliputi Kanil, Kasat Resknm dan Kapoliabes, Proses pefar
perkara dimakswdkan untuk mencart solusi terbaik melalul pembahasan perkara,
sekaligus meminimalisic terfadinys penyimpangan vang dilakuken Penvidik pada
pelaksanasn penghentian penvidikan, disamping adanva bentuk pengawasan
secara  intern  terhadap  Penyidik  oleh  Inspeklorat  Pepgawasan  Daerah
{(IRWASIDIA), agar penyidikan berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang.
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PENDAHEILUAMN

A, LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak reformast bergulir banyak harapen vang belum terpenuhi, erutama
sekali reformasi dibidang penegakan hukum, Permasalahan pencgakan hukum ini
seringkali muncul datom pelaksanaonnys, batk wvang dischakan oich peraturzn
perundang-undangan maupun sparet penegak hukum sehingpa pengakan hukum
Oditk berjalan sebagumana mestinya. Pencgakan hukum memerlukan dukungan
thir semua pihak, karenae merupakan seranpgkaign proses panjang vang melibarkan
berbugai kewenangan instansi aparat penegak hukem, seperti pada pencgakan
hukum pidana yvang melibatkan sparat Penvidik/Kcpolisian. aparat Penuntut
UmumiKejaksaan, aparat Pengadilan dan sparat pelaksana pidana lainnya.
Pencgakan hukum poga memerlukan dekungan baik itu dard pemerintzh melabu
Menteri Kehakiman atau Pejabat Mepara dan lembagadlembapa  kenegaran
tainnya agar penegakan hukum dapat berjalan sebapai mana mesting '

Dalam takaran teori penégakan hukum bisa diprekdisikan, tapi pada
implementasinya di lapangan masalah  penegakan hukum  ternyata  sangat
kompleks, Beberapa kasus pada dusia krminalitas menunjukan, masih ferjadi
kesewenang-wenangan. kecurangan, bahkan sikap tidek profesionalisme, baik

disengaya atou Gdak vang dilakukan aparat penegak hukom termento sehingea tidak

" Bards Wownwd Aried, MWaselalh Pesegabar Sk don Kebioban Sl Pl dodon
Femmpplangae Kelafran, Beacasa Prewadn Media Ciroun, Jakana, 2007, hal o,



menutup kemungkinen orang yang bidak bersalal menjalani hukuman, hal ind
menyebabkan pencgakan hukem tidak berjalan sebagaimana mestinyva A

Lembaga pentama pemegang peranan pada penegakan hokom o adalgh
Polisi Republik Indonesia (POLRIY, karena pelaksanaan tugasnya mempunyai dus
fumgsl vaitu sebagai alal penegak huekum vang berorientasi pada kepentingan
peradilan sesta schagal penepak bukum yang berorienmtasi pada kepentingan
penjapa keamonan dan Ketertiban moasvarsket, sebupai spate vpava preventil
terhadap tindak pidana. Polisi sebagai salsh satu pranata dalam spbsistem
peradilan pidans (selam darn pada Hakim, Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan)
wenlunyva dibadapkan pada tagas-tugas berat dalam menegakan hukom, tenatama
ving berkaitan dengan terjadinya sualu tindak pidana, karena sclain berhadapan
dengan pelako tindak pidana, Polisi juga dihadapkan pada proses pevidikan. untuk
menpunzkap tindak pidana vang terjadi *.

Agar Polnt mampu schagai alat negara penegak hokum yang mahir,
terampil, bersih dan beribawas. Bagt setiap anggota Polisi wajik tahu dan mampu
menerapkan  hukum  yang mengatur fentasg  tugas, stalus, organisasi dan
wewenang badan-badan  Kepolision lersebut dalam  melaksanakan togas dan
wewenangnya. Dengan pengeithuan dan kemampuan dalsm menerapakin Hukum

pada pelaksanaan twgas don Kewenangannyve, akan memperbaiki kinega Polr

* Sudjenn D, Keiminglivik Dan Bmy Forensif Nedd Pusiako Keiminobesd, Bandung, 1976, hal
14,

" M.Yahva Horohep, Peothaharan Permasalohon Do Pereropar KUHAP, Peoyidikan dan
Penantitan Edisl Kol Sinar Gk, Jakarte 2000, lal 84
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ditengah masyaraka! mengingat ditarubnya harapan yeng begitu besar, agar
fungsinva sebagai aparat pencgak hukum bisa berjalan sesuai harapan ',

Proses penvelesaian perkars pidana berdasarkan Kitab Lindang-Undang
Hukum Acara Pidana {KUHAP) menvatakan salah satg tugas dan wewenang
Kepolisien adaiah melakukan penyidikan, Dalam KUHAP Polist dikategorikan
schagai Penvidik dan pelaksansan tugas-tugasnya dibantu oleh Penyelidih serta
Penyidik Pembantu, hal ini untek membantu Penyidik untuk mengungkap setiap
tindak pidana vang 1erjudi .

Penyidikan ite senadird pada dasarnya merupakon upayn pengunghkapan dan
setiap tindak pidana vang lerjadi. Penyvidik sebagai pelaksana dari jalannya proses
penyidikan senantiasa menjalankan kewenangan sesual dengan Lindang-Undang
vang berlaku, schagaimana diatue dolam Pasal | Angka 2 KUHATP penvidiken
pelasbaaba:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal dan cara vang

diatur menurut undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang

bukti vang denpan bokti tersebn membust terang tenteng lindok pidana
vang terjadi dan puna menemukan tersangkanya’

Keberhasilan rugas-tugas Penyvidik pada desarnya tidak banya divkuor dari
banvaknya kasus kejahatan vang terungkap dan sermakin caspgihnya peralatan
vang dimiiiki oleh Polist dalam mengunghkap suntu perkara pidana atau penuhnya
bembapa pemasyvarakatan oleh pelaku-pelako tindak pidana vang teleh dijatubi

hukuman pengara olch Hakim di Pengadilan. Tapi lebih dar e, dimano

* Warsie Hadi Uemo, Haku Kepofisian & Tadanesia, Presasi Pustaka Publisher, Jakard,
2003, hal 3.

T Socsilo. Mk Adoma Pidana (Praredor Pemvedesaton Perbora Pldana . Meriesr
KA, Politera Bogor, Bandeng, 1982, hal 24,

Tad




masyarakat menginginkan suatu fransparansi pada pelaksanaan tugas-tuees Polis,
sebagal suatu wujud dedikasi dan pengayemannya kepada masyarakaf,

Transpuransi ugas dan wewenang Polisi pada proses penyidikan, apalagi
epluk  melakukon  suatu  penghendian penyidikan tidak terlepas dari  andil
masyarakal untuk selalu keitis terhadap Kinerja Kepelisian. Polr sendiri, berusaha
membenahi  kekursngan-kekurangan  vang  dimilikinya.  Pembenaban  Kinerja
Kepolisian tenunya lidak muodah eetek dilakokan, kerena membutuhkan wakiu
dan sergngkainn proses yang panjang. Pembenaban kinera ditubuh Pelei akan
menjadi tantangan yang semakin bemt bagi Pole, agar lebih profesional dalsm
melaksanakan tugas dan kewenpngannya, schagal upava meningkatkan Kinerja
dan citra polisi ditengah masyarakat,

Serangkaian tindakan yang dilakokan Penvidik di Kepolisian merupakan
tahap swal dari upava pelaksanaan proses pidana, terhedap suaty peristiwa yang
diduga merupakan delik. Negara dalam proses pelakssnaan hukum  pidana
memberikan  wewenanz  kepada  Penvidik di kepolisian  wntek melakukan
penyidikan menueut tata cara yang diatur dalam Udang-undang, POLRIL sebagai
instansi wvang dibern kewenangan untuk melakukan  penvidikan, diharapkan
senantigss menjalakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuzn Undang-
Lindang wvang berlaku.

Dalam konteks penulisen ini penulis membatesi penelitian terhadap
Fenvidik dalam kualifikasi baden Kepalisian Negara Republik Indonesia (tidak

terhadap Penyidik Pegawai Neger Sipil). Hal ini disebabkan penulis hanya




melibist kewenangan Penyidik dalam proses penghention penyidikon techodap
tindak pidana yvang dilakukan olech Penyidik di Kepolisian,

kRewenangan untuk melakukan penyidikan atau penghentizn penyidikan
atas suatu tindak pidana vang terjadi. diberikan secara nornetif oleh perundang-
undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1931 tentang Hukum
Acara Pidana atau vang sering disebut KUHAP, maupun dalam Undang-Unidang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negars Republik Indonesis.

Penvidik memiliki wewenang untuek mengadaken penpghentian penyidikan,
pada soat berlangsungnyva proses penvidikan. Sebagaimana diater dalam Pasal 7
avat (1) huruf § KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisizn MNegara Republik Indonesia. Penvidik melakukan
penghentian penvidikan. berdasarkan perumusan Pasal 109 ayat (2) KUHAP juga
dinrmuskan mengenri  alasan Peoyidik melakukan  penghentian  pevidikan
dikarenakan, tidak cukupnya bukti atau peristiwa vang didupa tersebur buekan
merupakan suatu tindak prdana dan dianggap batal demi hukum, maka Penyidik
memberitzhukanya kepada Penuntut Umum. tessangka atau kelusrganya.

Penghentian penyidikan hendaknya dipertimbangkan dengan matang oleh
Pemyidik. agar dapat menjamin kepentingan umom. Dalam  pelaksanaanya
penghentian penyidikan harus memenulii persvaratan vang telsh ditentukan oleh
Undanp-Undang. Menvidik seharusnva menghindan sedini mongkin semua benfuk
penyimpangen 2tau penyalahgunasn wewenang vang bise saja terjadi dalam
proses penghentian penyidikan, baik disengaja atau dischabkan kurang hati-

hatinve Penvidik dalam proses penvidikan, mengingat  pengaturan mengenai




pelaksanaan penghentian penyidikan it sendid tidek dister secors jelss &i dalam
Undang-Undang., schingga menfmbulkan  berbagai  kekhawatiman  terkait
pelaksanaan penghentian penyidikan. Duen berbagai alasan tersebit  membuoat
penulis tertarik untuk mefakukane penelitian denpan judul “PELAKSANAAN
PENGHENTIAN PENYIDIEKAN OLEH PENYIDIE POLRI DI WILAYAH

HUKTM POLTABES JAMBI™,

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uratan diatas berkaitan dengan pelaksanaan penghentian
penyidikan yang merupakan kewensngan Penvidik, maka penulis merumuskan
permasalahan sehagai berkui:
b, Bagaimanakah peleksanasn penghentian penvidikan vang dilakukan Peayidik

di wilavah hukum Poltabes Jambi?

12

Masalah-masalah apa saja vang timbul dalam pelokssnean penghentian
penyidikan terschut?
3. Usaha-usaha apa saja vang dilakukan Penyvidik patuk mengatasi masalah-

eeasalah tersebuat?

. TUNIAN PENELITIAN
I, Untuk mengetohui  pelaksanaan penghentian peayidikan oleh Penyidik

POLRI di wilayah hukum Foliabes Jambi.

b

Untuk mengetshu masalah apa sapa yang timbul dalam  pelaksansan

penghentian penyidikan di wilayah hukum Poltabes Jambi.

i




BAR IV

PENUTLR?

A, KESIMPULAN

Berdasarkan penchitian dan  apanlisis  wvang  tclah  dilaksanakan,

sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagail berikut.

Dasar hukum vang diperpunakan Penyidik dalam pelaksannan penghentian
penyidikan perkara pidana adalah mengacu pada ketentuan Pasal 109 aya (2)
KUHAP vang memberikan kewenangan pada Penvidik untuk menghentiken
penvidikan terhadap suatu perkara pidana, Karena tidak terdapat cukup bukii.
peristiwa tersebut bukan merupakan tindok pidang atag perkara ditutup demi
hukom. Tata cara pelaksanaan penghentian penvidikon dengan menerbitkan
Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian
Penyidikan, dilakukan penyidik melalui tahapan gelar perkara disctiap
tingkatan  struktur keorganisasian Penyidik  diKepolsian,  Dalam hal
pelaksanaan  penghentian ditingkat Polsek maka harus dilakukan pelar
perkara sekurang-kurangnya ditingkat Polres.

hMasalah yang sering muncul dalam pelaksanan penphentian penvidikan
diantaranva penyimpangan atay penyalahgunaan wewenang vang dilakukan
Penyidik dalam proses penghentian  penvidikan, Selain iln rendahnya
pengetabiusn masvarakat terhadap hukum sehingoa dojam proses penghiention
penyidikon menimbulkan desakan pihak korban ager perkara vang okan

dihenttkan penyidikanva untuk letap diteruskan. Penjelasan oleh Penyidik
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baik  secara hukum  bzhwa  perkara tersebut  tidak  bisa diteruskan
penyidikanmyne atau melalui pendekstan dan pengarshan dilakokan Penyidik,
untuk menjelaskan mengens: perkara yang akan dibentikan penyidikanya,
namun tetap tidak dindabkan olech pihak korban vang membuat posisi
Penvidik menjadi sulit. Hal ini fentunya menjedi masalah datam proses
pelaksantan penghentian penyvidikan bagi Penvidik.

. Berbagai upaya vang dilakukzn penvidik puna mengatasi masalah yang
timbul dalam proses pelaksanaan penghentian penyidikan diamaranya entuk
mengatasi masalah mengensi penyimpangan yang dilokukan Penyvidik dalam
proses pelaksanan penvidikon adalah dengan melakukan bentuk pengawasan
secara intern techadap penyidik melalui pelar perkara dengan melibatkan
pejabar dolam stuktor organisasi Penyidik Reskrim, seperti Kanit, Kasat
Reskrim dan Kapoltabes, Selain ite tindakan vang dilakukan Penyidik
dinwasi langsung oleh TRWASDA yang merupaken penpawas penvidikan
ditingkat Polda, Mengatasi timbulnya desakan atan tckanan dar pikak
korban, terkeit perkara vang akan  dihentikan  penvidikannva, ontuk
memperkuat kebenaran tindakan wang dilakukan Penvidik. maka perkara
tersebut diajukan dulu kepada kejaksaan ontuk diuji. Setelah porkara
dikembalikan oleh kejaksaan, barutah penyidik memiliki alasan yvang kuat
untuk membenarkan pelaksanaan penghentian penvidikon vang dilakukanya,
selai i dibarapkan pihak korban bisa menerimo penghentian penyidikan

vanp dilakukan Penvidik tersebur.
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